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ABSTRAK 
 

Pemblokiran rekening pasif (dormant) oleh otoritas dan lembaga perbankan dalam 
beberapa tahun terakhir menimbulkan perdebatan hukum, khususnya terkait 
kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta 
perlindungan hak nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan 
PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening dormant berdasarkan hukum 
positif Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum perbankan dan 
perlindungan nasabah, serta mengkajinya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data empiris 
sebagai pelengkap. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan 
perundang-undangan di bidang perbankan dan pencegahan tindak pidana pencucian 
uang. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait guna 
memperkuat analisis serta menggambarkan penerapan hukum dalam praktik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan PPATK untuk 
melakukan penghentian sementara transaksi atau pemblokiran rekening dibatasi 
pada kondisi tertentu, yakni apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang 
atau pendanaan terorisme. Status rekening dormant tidak secara otomatis menjadi 
dasar hukum pemblokiran tanpa adanya indikasi tersebut. Dalam perspektif hukum 
perbankan, pemblokiran tanpa pemberitahuan dan prosedur yang jelas berpotensi 
bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan asas 
kepastian hukum. Dalam pandangan Islam, pembatasan akses terhadap harta dapat 
dibenarkan melalui prinsip sad adz-dzariah sebagai upaya preventif mencegah 
kejahatan, namun harus dilakukan secara proporsional, adil, dan tidak 
menimbulkan kezaliman. Pemblokiran rekening dormant harus berlandaskan dasar 
hukum yang jelas, transparan, dan menjaga keseimbangan antara pencegahan 
kejahatan keuangan dan perlindungan hak nasabah. 
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